
BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 2G TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ a tau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 6856); 

6 . Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6909); 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;  

14 . Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 

15 .  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 
Nomor 8); 

16.  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 2); 

17.  Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 25); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sealnjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023. 
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 

satu periode. 
10 . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo 

Anggaran lebih Tahun Pelaporan dengan tahun sebelumnya. 
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1 1 .  Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada 
suatu tanggal tertentu. 

12.  Laporan operasional adalah Iaporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan 
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

13. Laporan Arus Kas adalah Iaporan keuangan yang memberikan informasi penerimaan kas, perubahan kas bersih dan 
pembayaran kas yang meliputi kegiatan operasi, investasi dan kegiatan pendanaan dalam kurung waktu 1 (satu) periode 
tertentu. 

14. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Iaporan keuangan yang menggarnbarkan peningkatan atau penurunan jumlah modal 
pada periode tertentu. 

15 .  Catatan Atas Laporan Keungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi 
tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

16 .  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 

a. Pendapatan: 

1 .  Pendapatan Asli Daerah: 

a) Pendapatan Pajak Daerah Rp 9 .999 .293.434,00 

b) Pendapatan Retribusi 

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
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2. Pendapatan Transfer: 

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp684.500.719.672,00 

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp67.587.701.000,00 

c) Transfer Antar Daerah Rp24.068.765.791,00 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp54.839.517.240,00 

Rp776.157.186.463,00 

Rp3.198.000.000,00 

Rp834.194.703.703,00 
b. Belanja: 

1 .  Belanja Operasi: 

a) Belanja Pegawai 

b) Belanja Barang dan Jasa 

c) Belanja Bunga 

d) Belanja Subsidi 

e) Belanja Hibah 

f) Belanja Bantuan Sosial 

2. Belanja Modal: 

a) Belanja Tanah 

b) Belanja Peralatan dan Mesin 

c) Belanja Gedung dan Bangunan 
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Rp297.376.149.575,00 

Rp275.694.836.826,00 

Rp0,00 

Rp1.000.000.000,00 

Rp24.444.121.200,00 

Rp0,00 

Rp3. 798. 776.635,00 

Rp39.999.857 .998,00 

Rp45.048.368.601,00 

Rp598.515.107.601,00 



d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi 

e) Belanja Aset Tetap Lainnya 

f) Belanja Aset Lainnya 

3. Belanja Tidak Terduga: 

Belanja Tidak Terduga 

4. Belanja Transfer: 

1 .  Belanja Bagi Hasil: 

a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Pemerintahan Desa 

b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 

2. Belanja Bantuan Keuangan: 

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi 

atau Kabupaten/Kota kepada Desa 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 
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Rp82.776.055.036,00 

Rp5.839.043.000,00 

RD769.651.000,00 

Rp0,00 

Rp704.588.000,00 

Rpl21171,000,00 

Rp117.003678.000,00 

Rpl 78.231.752.270,00 

Rp0,00 

Rp825. 759.000,00 

Rp117.003.678.000,00 

RD894576.296.871,00 

(Rp60.381.593.168,00) 



c. Pembiayaan: 

1 .  Penerimaan 

a) Penggunaan SiLPA 

b) Penerimaan Pinjaman Daerah 

2. Pengeluaran 

a) Penyertaan Modal (Investasi) 

b) Pembayaran Pokok Utang 
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Rp 196.248. 713.570,58 

Rp0,00 

Rp7.900.000.000,00 

Rp0,00 

Rpl 96.248.713.570,58 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp7.900.000.000,00 

Rpl 88.348. 713.570,58 

Rp127.967.120.402,58 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 1  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Wakatobi. 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal I--  --  2024 

4 [l e _ u k ...Al  
_.  

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal I -- - 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

NADAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 26 
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